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Abstract
UUJN has regulated the authority that can be exercised by a notary,in article 15 paragraph (2) letter (f)  it is stated that the notary is authorized to make land deeds, while in PP Number 37 of 1998 it has given authority to PPAT to make authentic deeds is to make deeds related to land. This article aims to analyze the Legal of notary authority in making deeds in the field of land and what are the legal actions related to land that can be made notarial deeds according to Article 15 Paragraph (2) Letter (f). This article uses normative juridical methods. The authority of the Notary is limited, is regulated in Article 15 paragraph (1), the Notary deed relating to the land must be seen from the context of legal actions related to land which are not a transfer of rights to land or the encumbrance of rights to land. Also based on the Decision of the Indonesian Constitutional Court Number 5 / PUU-XII / 2014 stipulating that notaries and PPAT have their respective authorities in accordance with laws and regulations that very firmly distinguish the authority of notaries and PPAT as general officials in carrying out their authority.
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Abstrak
[bookmark: _GoBack]UUJN telah mengatur tentang kewenangan yang dapat dijalankan oleh notaris, namun dalam pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN disebutkan notaris berwenang untuk membuat akta tanah, sedangkan dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 telah memberikan kewenangan kepada PPAT untuk membuat akta otentik yaitu untuk membuat akta yang berhubungan dengan tanah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Penafsiran Hukum Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Dalam Bidang Pertanahan dan Apa saja Perbuatan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Yang Dapat Dibuatkan Akta Notaris Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf (f) UUJN. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif. Kewenangan Notaris tersebut dibatasi hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Sehingga akta Notaris yang berkaitan dengan bidang pertanahan harus dilihat dari konteks perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah yang bukan merupakan pengalihan hak atas tanah atau pembebanan hak atas tanah. Hal ini juga didasari Putusan Mahkamah Kostitusi Indonesia Nomor 5/PUU-XII/2014 menyatkan bahwa notaris dan PPAT mempunyai kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sangat tegas membedakan wewenang notaris dan PPAT selaku pejabat umum dalam menyelenggarakan kewenanganya.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban yang melekat bagi Bangsa Indonesia untuk memanfaatkan dan mengelola kekayaan alam tersebut secara optimal demi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui tanah merupakan hal yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan sering menjadi bahan sengketa, terutama dalam hal Hak kepemilikan atas tanah. Untuk menjaga agar pemanfaatan kekayaan sumber daya agraria atau sumber daya alam yang begitu besar pemerintah melakukan pembangunan di bidang hukum. Dalam pengertian hukum, tanah tidak hanya sekedar dimaksudkan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas, tetapi meliputi ruang diatas dan dibawah permukaan bumi dan setiap benda yang tumbuh diatas dan yang melekat secara permanen diatas permukaan bumi, termasuk pula yang berkaitan dengan kepemilikan tanahnya (Setiawan, 2009).
Salah satunya yaitu dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan tentang pertanahan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960. Dibuatnya UUPA merupakan salah satu penyelesaian dualisme hukum tanah, sehingga hukum tanah yang ada di Indonesia bersifat nasional. Lahirnya UUPA dikarenakan hukum agraria yang berlaku di Indonesia mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat. Dalam memperoleh Hak Atas Tanah, UUPA menjamin, bahwa masyarakat di Indonesia dapat memperoleh Hak Atas Tanah.  Salah satu profesi Pejabat Pembuat Akta (PPAT) yang merupakan instansi yang berwenang dalam membuat akta otentik dalam bidang pertanahan. Notaris juga memiliki kewenangan dalam memberikan alat bukti yang sah ini diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai jabatan seorang notaris saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris (UUJN). Adapun kewenangan Notaris diatur dalam BAB III, Bagian Pertama tentang Kewenangan Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Makna dalam pasal ini bermaksud untuk menegaskan mengenai jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Pembuatan akta otentik di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh seorang notaris. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa profesi di Indonesia yang berhak untuk membuat akta otentik. Adapun pemberian kewenangan untuk membuat akta otentik tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan. 
Pembuatan akta otentik yang dibuat selain oleh notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) pada kalimat bagian akhirnya mengatakan “…..semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Adapun pejabat lain selain Notaris yang dapat membuat akta otentik antara lain Camat, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Urusan Agama, dan Duta Besar. PPAT diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta otentik yang berhubungan dengan tanah, tertuangan pada Pasal 1 angka 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 telah memberikan kewenangan kepada PPAT untuk membuat akta otentik. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada PPAT dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 tersebut yaitu untuk membuat akta yang berhubungan dengan tanah. Kewenangan ini juga diberikan kepada seorang notaris telah jelas disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewenangan Notaris sebagai pejabat umum bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: (Sjaifurrachman, 2011)
a. Kewenangan utama/umum, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1);
b. Kewenangan tertentu, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2);
c. Kewenangan lainnya, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (3).
Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN merumuskan mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Hal ini sekilas menimbulkan kesan adanya pertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT yang merumuskan bahwa kewenangan PPAT untuk membuat akta tanah. Apabila dicermati, maka rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN tersebut bukan dimaksudkan sebagai akta tanah yang merupakan kewenangan PPAT, tapi merupakan akta yang berkaitan dengan pertanahan. Hanya saja, Undang-Undang tidak merumuskan akta apa saja yang dapat masuk dalam kategori “akta yang berkaitan dengan pertanahan” dimaksud. Kebijakan yang diatur didalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN ini tidak dapat berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya benturan yang terjadi antara kewenangan yang dimiliki oleh Notaris dan kewenangan yang dimiliki oleh PPAT. Kehadiran Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN telah menimbulkan silang pendapat yang sampai sekarang ini belum terselesaikan sehingga menimbulkan konflik tersendiri antara notaris dan PPAT. terdapat tiga penafsiran dari Pasal tersebut yaitu, Notaris telah mengambil semua wewenang PPAT menjadi wewenang Notaris atau telah menambah wewenang Notaris, bidang pertanahan telah kembali menjadi wewenang Notaris, tetap tidak ada pengambil alihan dari PPAT atau pengambilan wewenang kepada Notaris, baik PPAT maupun Notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.
2.  Kerangka Teori
a. Teori Kewenangan
Kewenangan haruslah berlandaskan pada sebuah ketentuan hukum (konstitusi), sehingga wewenangnya adalah kewenangan yang legal. Pejabat (organ) didalam memunculkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut (Thalib, 2006). Indonesia menganut adanya asas legalitas, asas legalitas ini dikenal didalam hukum pidana yang mengatakan “nullum delictum sine praevia lege poenali”, yang artinya tidak ada suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana tanpa ada peraturannya (HR, 2006). Asas legalitas yang dimiliki oleh hukum administrasi negara mengatakan bahwa pemerintah dalam melakukan segala sesuatu harus tunduk kepada undang-undang dan pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan kepada undang-undang yang merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat. Berdasarkan prinsip negara hukum, yaitu adanya asal legalitas yang dianut di Indonesia, maka wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teori, kewenangan yang diperoleh permerintah yang berasal dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. H.D. Van Wijk/Willem Konijnen beltmen definisikan tiga cara tersebut sebagai:(HR, 2006)
1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.
b. Teori Jabatan Notaris 
Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat
sebagai seorang pejabat yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Seorang notaris
biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh
nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya
(konstatir) adalah benar, notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum (Kie, 2007). Pasal 1 angka 1 UUJN mengatakan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dilahirkannya UUJN ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang peningalan jaman kolonial dan merupakan unifikasi sebagian besar undang-undang yang mengatur mengenai kenotariatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Keberadaan jabatan profesi Notaris ini sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi dihari-hari yang akan datang. jika seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan (Kie, 2007).
c. Teori Pejabat Pembuat Akta Tanah
Keberadaan PPAT tidak hanya disebutkan dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 saja, akan tetapi juga disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Pasal 1 angka (4) UUHT menyebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut peraturan perudang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti PPAT diberikan kewengangan untuk membuat akta-akta yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka (4) UUHT. Selain UUHT dan PP Nomor 37 Tahun 1998, PPAT juga diartikan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997). Pasal 1 angka (4) PP Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Dalam ketentuan pendaftaran tanah tersebut jelas juga tertuang dalam  Pasal 19 UUPA yakni Pendaftaran tanah sendiri menurut Boedi Harsono adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah/Negara secara terus menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah yang ada diwilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya begi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya (Harsono, 2008).

3. Permasalahan
Maka berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat rumusan masalah untuk penulisan artikel ini yaitu :
a. Bagaimana Penafsiran Hukum Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Dalam Bidang Pertanahan? 
b. Apa saja Perbuatan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Yang Dapat Dibuatkan Akta Notaris Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf (f) UUJN ?.

4. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
Penulisan artikel ini tentang Penafsiran Hukum Mengenai Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pertanahan merupakan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis telah membandingkan dengan Beberapa artikel yang memiliki subtansi pembahasan sebelumnya. Tetapi penelitian ini memiliki subtansi pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dibawah ini merupakan rujukan jurnal sebelumnya yang peneliti gunakan:
a. Penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Bagus Juniarta, Gde Made Swardhana, yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris dan PPAT terkait dengan Akta Jual Beli Tanah”, Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, 2021, artikel tersebut mengkaji Untuk mengetahui Tugas, Wewenang Notaris dan PPAT terkait dengan Akta Jual Beli Tanah yang dibuatnya dan Mengidentifikasi fungsi-fungsi dan Tanggung Jawab Notaris serta PPAT sebagai Pejabat Negara Pembuat Akta Tanah (Bagus Juniarta & Swardhana, 2021). 
b. Penelitian yang dilakukan oleh Jozan Adolf, Widhi Handoko, Muhamad Azhar, yang berjudul “Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan”, artikel tersebut mengkaji Bagaimana kewenangan notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan akta pertanahan (Adolf, Handoko, & Azhar, 2020). 
Artikel ini mempunyai perbedaan dengan artikel sebelumnya, artikel ini membahas tentang Penafsiran Hukum Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Dalam Bidang Pertanahan dan Apa saja Perbuatan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Yang Dapat Dibuatkan Akta Notaris Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf (f) UUJN.

B. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis normative, mengandung makna bahwa penelitian ini dianalisis menggunakan berbagai buku-buku, peraturan perundang-undangan dibidang ilmu kenotariatan sebagai data sekunder. Spesifikasi penelitian ini penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan (Soeharto, 1999). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Menggunakan pendekatan perundang-undangan penelitian normatif karena yang akan dianalisa adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan data tersier. Analisis dalam penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan selama penelitian ini sehingga lebih mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum (Suteki & Taufani, 2018). 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Penafsiran Hukum Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Dalam Bidang Pertanahan
Notaris adalah pejabat negara yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik. Kewenangan ini diberikan oleh KUHPerdata yang tertuang dalam Pasal 1868. Untuk mempetkuat ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1868 KUHPerdata ini maka diundangkan UUJN sebagai salah satu produk hukum yang mengatur mengenai notaris. Salah satu hal yang diatur dalam UUJN yaitu mengenai kewenangan Notaris. Kewenangan yang terdapat dalam Pasal 15 UUJN, tidak hanya sebatas dalam membuat akta otentik saja, akan tetapi juga diberikan kewenangan lain seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yaitu: 
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat akta risalah lelang.
Adanya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN memberikan kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Ada 3 (tiga) penafsiran pasal tersebut, yaitu (Adjie, 2009):
a. Notaris telah mengambil alih semua wewenang PPAT menjadi wewenang Notaris atau telah menambah wewenang Notaris.
b. Bidang pertanahan menjadi wewenang Notaris.
c. Tetap tidak ada pengambilalihan dari PPAT atau pengembalian wewenang kepada Notaris, baik PPAT maupun Notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.
Berdasarkan silang pendapat mengenai makna hukum rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN seperti dikemukakan, maka untuk memahami ketentuan dan rumusan dimaksud ternyata tidak hanya dapat dipahami sebatas dengan membaca secara harfiah kata-kata dalam rumusan pasal tersebut, maka perlu dilakukan penafsiran hukum yang berkaitan dengan kehadiran lembaga PPAT dan notaris itu sendiri. Wewenang yang dimiliki oleh notari adalah wewenang atribusi, karena wewenang yang dimiliki oleh notaris tersebut berasal dari suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum, dalam hal ini wewenang notaris berasal dari UUJN. Notaris sebagai suatu jabatan memiliki wewenangnya sendiri. Setiap wewenang tersebut harus ada dasar hukumnya. Apabila berbicara tentang wewenang, maka wewenang seorang pejabat tersebut harus secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan undang-undang yang mengatur tentang jabatan tersebut. Sehingga jika terjadi suatu perbuatan diluar wewenang tersebut oleh seorang pejabat disebut sebagai suatu perbuatan melanggar hukum.
Pada masa penjajahan Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan bahwa tanah-tanah yang tunduk pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tanah-tanah yang terdaftar untuk peralihan haknya harus dilakukan dan didaftar pada pejabat-pejabat yang disebut pejabat-pejabat balik nama. Dapat dikatakan bahwa lahirnya institusi PPAT telah ada sejak tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan istilah pejabat saja (Adjie, 2009a). Selanjutnya, keberadaan PPAT ditegaskan dalam Pasal 1 angka (24) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merumuskan bahwa : 
“Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.”
Berbeda halnya dengan keberadaan notaris di Indonesia, bukanlah lembaga yang lahir dari bumi Indonesia, melainkan dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda ke daerah jajahannya termasuk Indonesia (Hindia Belanda pada waktu itu). Ketika orang Belanda datang ke Indonesia pertama kali (sekitar abad ke-17) dengan maksud untuk berdagang sehingga untuk memperkuat bidang perdagangannya dibuat Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) (Tobing, 1999). Kemudian pada tahun 1625 jabatan notaris dipisahkan dari College van Schepenen, yaitu dengan dikeluarkannya instruksi untuk para notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini terdiri dari sepuluh pasal, antara lain, menetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada notaris dan tidak boleh menyerahkan salinan- salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan (Notodisoerjo, 1982).
Kemudian, dapat disimpulkan bahwa wewenang bidang pertanahan tidak pernah menjadi wewenang notaris di Indonesia sejak kelahirannya. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN tidak menambah wewenang notaris di bidang pertanahan dan bukan juga pengambilalihan wewenang dan PPAT. Bahwa Notaris mempunyai wewenang dalam bidang pertanahan, sepanjang bukan wewenang yang sudah ada pada PPAT. Oleh karena itu, tidak ada sengketa kewenangan antara Notaris dan PPAT, karena masing- masing mempunyai kewenangan sendiri sesuai aturan hukum yang berlaku (Adjie, 2018). menurut Sjaifurrachman menyatakan bahwa untuk memahami arti Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN, maka haruslah dihubungkan dengan Pasal 17 huruf (g) UUJN. Pasal 17 huruf (g) UUJN berbunyi “Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah diluar wilayah jabatan notaris”. ketentuan Pasal 17 huruf (g) UUJN memberikan arti bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN adalah kewenangan notaris dalam arti sempit, yaitu kewenangan membuat akta berkaitan dengan pertanahan yang tidak termasuk kewenangan PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (Sjaifurrachman, 2011). Pada saat ini Notaris diperbolehkan merangkap jabatan PPAT dan sebaliknya, tetapi wajib berkantor pada satu kantor, yang berarti berkedudukan dan berkantor pada tempat yang sama. Dalam penjabaran mengenai ketentuan diatas, sesungguhnya tidak terdapat tumpang-tindih atau pengambilalihan kewenangan PPAT oleh notaris, namun hal ini disebabkan karena karakter hukum dari kewenangan keduanya sangatlah berbeda baik dilihat dari sisi sejarah keberadaannya, dasar hukumnya, maupun ruang lingkup kewenangannya. Namun demikian, munculnya sikap keragu-raguan dari berbagai pihak terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN lantas mendorong untuk merevisi ketentuan tersebut. 
Tetapi dalam kenyatannya, berdasarkan dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, secara yuridis formal Notaris berwenang untuk membuat akta tanah. Wewenang Notaris dalam membuat akta tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat karena wewenang tersebut berdasar kepada Undang-Undang. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta tanah ini memang berbenturan dengan wewenang dari PPAT sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta tanah. Meskipun perolehan kewenangan dari Notaris berdasarkan Undang Undang, dan PPAT hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah, namun dalam kenyataannya, Notaris tidak diperkenankan membuat akta pertanahan kalau belum lulus ujian untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
b. Perbuatan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Yang Dapat Dibuatkan Akta Notaris Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf (f) UUJN.
Undang-Undang Jabatan Notaris telah mencantumkan klausula kewenangan Notaris untuk membuat akta-akta yang berhubungan dengan pertanahan, Secara yuridis, kewenangan ini sudah diberikan oleh Undang-Undang, akan tetapi dalam pelaksanaannya Notaris belum dapat membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan. Pada saat ini pembuatan akta yang berhubungan dengan pertanahan yang dibuat oleh Notaris masih dibatasi. Pembatasan kewenangan ini dimiliki oleh seorang Notaris dalam pembuatan akta tentang pertanahan dikarenakan ada pejabat lain yang diberikan kewenangan dalam pembuatan akta tentang pertanahan yaitu PPAT. Dalam prakteknya yang dibuat oleh Notaris hanyalah peralihan hak atas tanah yang sudah berakhir jangka waktunya dan sudah menjadi Tanah Negara, atau tanah-tanah yang memang hanya merupakan hak sewa atau hak-hak yang menumpang pada hak atas tanah lainnya. Akta-akta yang dibuat juga berupa:
a. Akta Pengoperan Hak;
b. Akta Pengikatan Jual Beli;
c. Akta Pelepasan Hak;
d. Akta Sewa Menyewa;
e. Akta Kuasa Menjual;
f. Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) bentuk Notariil.
sedangkan untuk tanah-tanah yang haknya masih ada (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai) atau tanah Hak Milik maka yang digunakan adalah akta PPAT untuk proses Jual Beli, Waris, Lelang, Tukar-Menukar, Inbreng, Satuan Rumah Susun. 
Akta tanah yang dibuat oleh Notaris juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena dilihat dari konsideran UUJN, maka Notaris bukanlah partner kerja dari BPN dalam urusan pertanahan. Hal ini berbeda dengan yang ada dalam konsideran PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT yang menegaskan bahwa PPAT merupakan partner kerja dari BPN dalam bidang pertanahan. Makna dari akta yang berhubungan dengan pertanahan yang merupakan kewenangan Notaris adalah bersifat sempit, artinya Notaris bisa membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan sepanjang akta tersebut bukan kewenangan dari PPAT. Pasal 1 angka (4) PP Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.
Apabila uraian mengenai kewenangan notaris membuat akta otentik dan karakter yuridis akta otentik dihubungkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN, maka menurut peneliti dapat dipahami bahwa, akta yang berkaitan dengan pertanahan merupakan akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 38 UUJN yang menentukan mengenai bentuk akta; Akta dimaksud merupakan akta yang berada diluar kewenangan PPAT dalam membuat akta tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT; Akta tersebut bukan berisikan perbuatan, perjanjian, atau kesepakatan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Berdasarkan hal ini, kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan hanya dapat dilakukan sepanjang akta notaris tersebut dibuat tidak merupakan pengalihan hak atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, karena hal tersebut merupakan kewenangan PPAT.
Perbuatan hukum yang berkaitan dengan pertanahan yang dapat dibuatkan akta notaris sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf (f) UUJN, dapat mengacu kepada Buku III BW mengenai perjanjian. Maka beberapa perjanjian atau perbuatan hukum dapat saja dibuatkan dengan akta notaris, seperti; Perjanjian mengenai sewa tanah dan Perjanjian mengenai pinjam pakai tanah. Sehingga notaris hanya dapat membuat akta notaris berkaitan dengan tanah adalah tanah-tanah yang belum bersertifikat dan merupakan tanah negara.  Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 5/PUU-XII/2014 menyatkan bahwa notaris dan PPAT mempunyai kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundangundangan yang sangat tegas membedakan wewenang notaris dan PPAT selaku pejabat umum dalam menyelenggarakan kewenanganya, yang sifatnya permanen dan dalam prinsipnya tidak mengubah sistem hubungan antara kekuasaan dan pertanggujawaban yang telah ada. 
Salah satu contoh wewenang notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan adalah Perjanjian Pengikatan Jual beli Perjanjian Pengikatan Jual beli ini muncul karena adanya salah satu syarat terpenuhi untuk jual beli dianggap untuh sah. Perjanjian tersebut hanya berisikan perbuatan hukum para pihak yang objeknya berkaitan dengan pertanahan merupakan perjanjian yang bersifat obligator saja, Perjanjian dimaksud bersifat obligator, yang objeknya berkaitan dengan tanah, namun perbuatan hukum yang dimuat dalam akta notaris bukanlah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah atau membebankan hak atas tanah. Maka akta notaris yang memuat perjanjian atau perbuatan hukum dari para pihak, yang objeknya berkaitan dengan pertanahan tersebut, tidak melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

D. SIMPULAN
Kewenangan dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan pertanahan disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f. Akan tetapi dalam kewenangannya tersebut juga dibatasi, hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1). Sehingga akta Notaris yang berkaitan dengan bidang pertanahan harus dilihat dari konteks perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah yang bukan merupakan pengalihan hak atas tanah atau pembebanan hak atas tanah. Perbuatan hukum di bidang hukum perjanjian, yang objeknya berkaitan dengan pertanahan, dapat dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN, seperti perjanjian mengenai sewa tanah dan perjanjian pinjam pakai tanah. Perjanjian dimaksud bersifat obligator, yang objeknya berkaitan dengan tanah, namun perbuatan hukum yang dimuat dalam akta notaris bukanlah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah atau membebankan hak atas tanah. Hal ini juga didasari Putusan Mahkamah Kostitusi Indonesia Nomor 5/PUU-XII/2014 menyatkan bahwa notaris dan PPAT mempunyai kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundangundangan yang sangat tegas membedakan wewenang notaris dan PPAT selaku pejabat umum dalam menyelenggarakan kewenanganya, yang sifatnya permanen dan dalam prinsipnya tidak mengubah sistem hubungan antara kekuasaan dan pertanggujawaban yang telah ada.
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